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Abstract: State enterprises in regional level (BUMD) are accepted as inefficient enterprises, especially
becoming burden fiscal. Therefore, this paper provideshackground research for polential policies to opli-
mize the role of BUMD in dealing to vegional economic development in East Java and discuses (i) the vole
of BUMIY in an economic activities, and (i) BUMD performance. Based on the result, all BUMD owned by
Provincial Government show operating in low level of efficiency. This result has two main implication: (1)
associated with public goods, consumers should pay expensive compensation to get public goods, (i)
BUMD appear still not effective to influence market fluctuation. There are two suggestions fo opfimize the
role of BUMD. First, BUMD should improve the management to increase economic of scale. Second, BUMD
In non-strategist sector can be sold to avoid an increases fiscal gap.
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Saat ini, kesan umum tentang keberadaan Badan
Usaha Milik Dacrah (BUMD) adalah tidak cfisicn,
selalu merugi dan membebani anggaran pemerintah.
Lemahnya kinerja BUMD ini seringkali berkaitan
dengan pembinaan tenaga profesional yang penuh
dengan aroma “kepentingan golongan™ (Kamaluddin,
2001).Schingga, tidak jarang yang diangkat untuk
menduduki jabatan sebagai dircksi atau komisarisnya
adalah para birokrat “senior™ yang sudah tidak
memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.Kondisi
umum tersebut seringkali digunakan sebagai justifikasi
tentang buruknya kinerja BUMD.

Scbagian besar ahli berpendapat bahwa gam-
baran jamak tentang buruknya managemen dan
kinerja BUMD, seperti disebutkan diatas, disebabkan
oleh masih diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1962
Tentang Perusahaan Daerah sebagai ladasan hukum
pengelolaan BUMD. UU No/5 tahun 1962 ini dirasa
telah memberikan peran yang terpusat kepada kepala
dacrah, scbagai pihak yang mewakili dacrah dan
sekaligus juga pemilik BUMD, dalam mempengaruhi
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kebijakan pengembangan BUMD. Dengan kata lain,
adanya UU BUMD inilah vang menjadikan dircksi
dan mayoritas pegawai BUMD, tidak terpisahkan dari
manajemen birokrasi pemerintah daerah. Sebagai aki-
batnya, tata kelola BUMD mirip dengan manajemen
pemerintahan yang birokratis, kaku dan kurang fleksi-
bilitas dalam melakukan inovasi usaha. Oleh karena
itu, Badan Kerja Sama (BKS) BUMD seluruh
Indonesia mengusulkan adanya revisi UU No. 5 tahun
1962 dengan UU BUMD yang baru sebagai payung
hukum tentang tata kelola BUMD, bahkan mereka
telah menyusun dan mengusulnya dalam bentuk RUU
BUMD kepada pemerintah dan DPR. Sclain itu,
mercka menganggap bahwa UU BUMD terscbut
sudah tidak sesuai dengan era otonomi daerah yang
sedang bersemangat diimplementasikan di Indonesia

Sebaliknya, terdapat banyak juga pendapat ahli
yang mengkhawatirkansemangat liberalisasi dan
privatisasi lebih menjiwai revisi RUU BUMD. Hal
ini telah terjadi dengan hasil revisi UL yang berkaitan
dengan pengembangan sektor publik, seperti LU
Sumber Daya Air. UU BUMN. UU Penanaman
Modal, dan UU Perkeretaapian. Dimana perluasan
peran korporasi swasta menjadi tema utama bagi
solusi revitalisasi peran Negara dalam mendorong

pertumbuhan ckonomi.Kasus privatisasi PDAM DKI
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